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ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji pemberdayaan pedagang kaki lima dalam upaya
mweujudkan good governance di kelurahan Dukuh Menanggal Kecamatan
Gayungan Kota Surabaya yang didasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
Dalam penelitian ini difokuskan untuk menjawab dua masalah utama, yakni:
Bagaimana pemberdayaan yang dilakukan pemerintah Kota Surabaya dalam
upaya mewujudkan Good Governance kepada pedagang kaki lima Dukuh
Menanggal di Kelurahan Dukuh Menanggal Kecamatan Gayungan, Kota
Surabaya? Faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat terhadap
pemberdayaan pedagang kaki lima dalam upaya mewujudkan Good Governance
di Kelurahan Dukuh Menanggal, Kota Surabaya? Dimaksudkan agar dapat
mengungkapkan faktor pendukung dan penghambat dalam proses pemberdayaan
pedagang kaki lima dalam upaya mewujudkan Good Governance di Kelurahan
Dukuh Menanggal, Kota Surabaya

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif
yang menggunakan analisis kualitatif. Tipe penelitian kualitatif deskriptif
mencoba menggambarkan fenomena yang terjadi, dan penetuan informan
menggunakan teknik Purposive sampling merupakan penentuan informan tidak
didasarkan atas strata, kedudukan, pedoman, atau wilayah tetapi didasarkan pada
adanya tujuan dan pertimbangan tertentu yang tetap berhubungan dengan
permasalahan penelitian. Dalam hal ini peneliti menyampaikan hasil yang nyata
atau riil terhadap pelaksanaan pemberdayaan pedagang kaki lima Dukuh
Menanggal Surabaya, sehingga peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan
pemberdayaan tersebut berhasil, namun terhadap penataan pedagang kaki lima
Dukuh Menanggal tersebut masih dilakukan berbagai upaya oleh Pemerintah
Kota Surabaya atau dengan kata lain penataan pedagang tersebut seluruhnya
belum bisa dikatakan berhasil.
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